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KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik,
serta hidayah-Nya sehingga Biro Umum masih terus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi
di tahun 2021. Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor
04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sckretaris Jenderal Komisi Yudisial
Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat [enderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia, Biro Umum diberikan amanah untuk melaksanakan fungsi meliputi
adminisirasi dan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, FKetatausahaan, Perlengkapan,
Kerumahtanggaan, Pengadaan barang/jasa, Kerja sama, Administrasi Penghubung dan
Protokoler.

Di tahun 2022 Biro Umum telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelembagaan dan Penetapan Kinerja. Pencapaian output
dari kegiatan dilaksanakan oleh sembilan kepala subbagian/sub koordinator. Prestasi yang
telah di raih Biro Umum pada tahun 2002yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian
terhadap Laporan Keuangan Audited tahun 2021 penghargaan ini merupakan penghargaan ke-
15berturut- turut yang telah diperoleh Komisi Yudisial. Hal ini memberikan gambaran kepada
kita semua bahwa Komisi Yudisial secara konsisten melakukan pengelolaan keuangan negara
yang transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang- undangan tentang pengelolaan
keuangan negara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2022diharapkan dapat
memberikan gambaran capaian per kegiatan masing-masing bagian sesuai dengan perencanaan
yang dijabarkan di awal tahun selama tahun 2022 dan hasilnya mencapai target yvang telah
ditetapkan.

Jakarta, 28 Februari 2023
Kepala Biro Umuin,

Supriatna




BAB 1. PENDAHULUAN

VISI DAN MISI BIRO UMUM

Visi Biro Umum dipastikan berkorelasi penuh dengan Visi untuk Komisi Yudisial
dalam Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024, keterkaitan visi biro kepada Renstra
lembaga dinilai dari pengaruhnya pada level sasaran program. Biro umum diposisikan pada
program dukungan manajemen dan akan berkontribusi kepada 2 sasaran program, yaitu
sasaran program pengelolaan organisasi yang efektif efisien dan manajemen SDM lembaga.
Schingga ditetapkan visi adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan manajemen perkantoran dan SDM leinbaga yang berkualitas”
Visi akan diwujudkan melalui beberapa upaya besar vang akan dijabarkan dalam misi.

Mengacu pada pointers tersebut, maka misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni :

1. Memberikan pelayanan kepada stakeholders secara efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengelolaan SDM secara profesional dan proporsional.

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Komisi Yudisial periode 2020-2024 maka Biro
Umum Komisi Yudisial sesuai dengan peran dan kewenangan dapat memberikan arah yang
lebih tegas kepada Visi Misi melzlui tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Adapun Tujuan

dan Sasaran Biro Umum Komisi Yudisial adalah sebagai berikut ;

Tui
Terl'-:ui?:-ltlanjra kepuasan stakeholder terhadap pelayananan manajemen perkantoran dan
kinerja SDM Lembaga.

Sasaran

1. Meningkatnya layanan kinerja penghubung;

2. Tersedianya sarana prasarana internal dalam mendukung kinerja lembaga;

3.  Terpenuhinya layanan umum dalam mendorong peningkatan efektifitas lembaga;
4, Terlaksananya administrasi keuangan vang akuntabel;

5. Terwujudnya peningkatan mutu SDM lembaga.

A. Gambaran Biro Umum

Komisi Yudisial adalah lembaga negara vang lahir melalui Amandemen ke-3 Undang-
Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 vang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945, Dalam
konstitusi Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan
seleksi Calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan



keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni
dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and
balances dalam kekuasaan kehakiman.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan amanat undang- undang nomor
18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi
Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing
dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Komisi Yudisial serta dibantu oleh kelompok
tenaga ahli dan Sektretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun
2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04
Tahun 2012 Sekretariat Jenderal merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai tugas
memberikan dukungan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dan bertanggungjawab
langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Dimana Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
membawahi Lima Kepala Biro dan Satu Pusat. Dimana Biro Umum Komisi Yudisial merupakan
salah satu unit eselon Il yang membantu Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya
memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat
memberikan kontribusi dalam pencapalan visi Renstra Komisl Yudisial periode 2020-2024
yaitu "Menjadikan Lembaga vang Kredibel untulk Akuntabilitos Hakim”,

Adapun Bire Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan,
keuangan, kepegawaian, protokoler, administrasi penghubung, perlengkapan, dan hubungan
antar lembaga di lingkungan Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum
menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan;

=

Pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, dan kepegawaian;
c. Pengelolaan keuangan;

d. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;

o

Pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;

]

Pelaksanaan administrasi penghubung, kerjasama, dan hubungan antar lembaga;
g Evaluasi dan penyusunan laporan.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dibagi menjadi empat bagian,
antara lain sebagai berikut :
a. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan ketatausahaan

pimpinan, keprotokolan, dan kepegawaian, koordinasi dan fasilitasi dengan unit-unit



organisasi yang lain terhadap fungsi kearsipan, serta evaluasi dan penyusunan laporan
pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, dan kearsipan.

b. Bagian Keuangan;
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan,
evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan,

c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan perlengkapan
dan kerumahtanggaan, layanan pengadaan barang/jasa, serta evaluasi dan penyusunan
laporan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

d. Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan Antar Lembaga.
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan. administrasi penghubung
dan kerja sama, dan hubungan antar lembaga, serta evaluasi dan penyusunan laporan

pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Biro Umum Komisi Yudsial

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

B. Sumber Daya Manusia



Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 biro
Umum memiliki pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, dengan rincian sesuai tabel

berikut:
1. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Jabatan

Jabatan Jumilah Presentase (%)

Eselon 11 1 1,79
Eselon 111 4 7,14

Eselon IV 5 8,93

Sub Koordinator 3 5,36

Fungsional Tertentu 8 14.28

Fungsional Umum 35 62,50

Total 56 100

2. Berdasarkan Status Kepegawaian
Tabel 1.2. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawalan Jumlah Presentase (%)
PNS 49 80,36
PPNPNS 7 12,50
Lo 36 L

3. Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 1.3. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%)
Laki-laki 33 58,93
' Perempuan 23 41,07
' Total 56 100

4. Berdasarkan Pendidikan
Tabel 1.4. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan Jumlah Presentase (%)
52 6 10,71
51 40 71,43
D3 7 12,50
Lainnya 3 5,36
: Total 56 100

C. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Umum juga dihadapkan pada tantangan dan
hambatan wvang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan dan dukungan terhadap



No.

1.

Bira/Pusat yang lain. Adapun issue utama dalam menghadapi situasi tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut :

Masalah Pokok

Pengelolaan

Tabel 1.5. Issue Strategis Biro Umum Tahun 2022

Masalah

Akar Masalah

1. Banyak Barang Milik Negara (BEMN) yang tidak | 1. Kurangnya kontrol dan

BMN terdeteksi keberadaannya; pengawasan yang dilakukan
2. Penatausahaan BMN yang belum optimal. terhadap EMN yang ada di
linglkungan Setjen KY;

2. Kurangnya kesadaran
pegawai akan pentingnya
penatausahaan BMN;

3. Kurangnya Sumber Daya
Manusia di Bagian Perumga
sehingga tidak dapat
menjangkau ke seluruh unit
kerja.

2. | Pengadaan Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih | 1. Unit kerja pengadaan
Barang dan Jasa | menggunakan unit tersendiri dimana berdasarkan barang/jasa masih belum

Peraturan Presiden Momor 12 Tahun 2021 Tentang berbentuk struldural;
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 | 2. Sumber daya manusia di
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/]Jasa hidang pengadaan
FPemerintah mengamanatkan dalam Pasal 75 ayat barang/jasa belum memadai.
(1) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

membentuk UKPB] memeiliki tugas

menyelenggarakan dukungan pengadaan

Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/

Pemerintah Daerah dan dalam Pasal 2 ayat (Z)

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Unit

Kerja Pengadaan Barang/Jasa berbentuk struktural

dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3. | Penvelenggaraan | Terhambatnya penyelenggaraan wurusan rumah | 1. Kurangnya 5DM yang ada;
urusan Rumah tangga di karenakan kebijakan pemerintah terkait | 2. Kurangnya sarana dan
Tangga PPKIM prasarana yang mendukung

dalam masa pandemic.

4. | Kepegawaian Indeks Profesionalitas Pegawai belum sesuai target 1. Tidaktersedianya

& E anggaran;
2, Kurangnya SDM yang ada;
3. Belum semua pegawal
memperclah
pengembangan kompetensi
. sebanyak 20 JP

5. | Tata Usaha dan 1. Tidak tersedianya tempat penyimpanan 1. KY belum memiliki

Kearsipan arsip yangmemadai gedung/ruang khusus
1. Terhambatnya proses pengarsipan arsip;

1. SDM yang terbatas

6. | Keprotokolan Penyelenggaraan keprotokolan pimpinan tdak | 1. Terbatasnya anggaran yang

i
o




Masalah Pokolk Masalah Akar Masalah

maksimal ada;
2. Terbatasnya SDM yang ada;
3. Kurangnya fasilitas berupa
______ | | kendaraanprotokol.
7. | Kenangan Adanya aplikasi baru dari Kementerian Keuangan Aplikasi SAKTI masih
RI merupakan aplikasi baru
dan masih terdapat banyak
kekurangan
8. | Kerja Sama dan 1. Proses kerja sama yang dilakukan (existing] | 1. Reviu terhadap update
Hubungan Antar sudah tidak dapat diakomodasi oleh peraturan belum
Lembaga Peraturan KY Nomeor 6 Tahun 2011 tentang dilaksanakan secara
Pedoran dan Tata Cara Kerja Sama Antar rutin dengan
Lembaga Komisi Yudisial. menyesuaikan pada
2. Dalam proses pembahasan kerja sama dengan proses kerja sama yang
Kementerian/Lembaga/Badan, calon mitra dilakukan saat ini;
kurang responsif dalam menindaklanjuti 2. Calon mitra kurang
hasil kesepakatan pembahasan kerja sama komunikatif dalam
untuk dapat ditandatangani baik secara pelaksanaan koordinasi
seremonial atau desk to desk. Perlu dilalkukan pembahasan kerja sama;
koordinasi percepatan formalisasi kerja sama 3. Belum adanya pengisian
agar segera dapat diimplementasikan oleh kembali terhadap staff
masing-masing pihak. yang sedang mengikuti
1. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam tugas belajar ke luar
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan negeri
pekerjaan.
9, | Administrasi 1. Sosialisasi dan internalisasi E-Performance; 1. Adanya pandemi di
penghubung 2, Status Penghubung Komisi Yudisial Indonesia;
2. Belum tersusunnya Naskah
Akademis Formulasi PPPK
Penghubung KY-RI1

D. Sistematika Penyusunan
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2022 terdiri dari 4
(Empat) Bab yaitu :
BAB 1. PENDAHULUAN
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro
Umum Tahun 2022, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan, Gambaran Umum Organisasi,
Susunan Organisasi, Sumber Dayva Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang
dihadapi Biro Umum Tahun 2022 serta Sistematika Penyusunan.
BAB 1. PERENCANAAN KINERJA
Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang mendasarkan
pada dokumen perencanaan.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA



Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022.
Diuraikan pula analisis capaian kinerja vang meliputi pembandingan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2022. Analisis capaian kinerja tahun 2022 antara lain dilakukan
dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2022 dengan
Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang
dihadapi, langkahlangkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.
BAB1V. PENUTUP

Merauat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Umum Tahun 2022 dan upaya
yang akan dilakukan oleh Biro Umum dalam rangka peningkatan kinerjanyva dimasa

mendatang



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber dayva
vang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen

antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

Tabel 2.1. Target Kinerja Biro Umum 2022

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran

Kegiatan Penyvelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung,
Keglatan, Kerja sama, Kenangan, Perlengkapan, Rumah Tangga,
Tata Usaha dan Pengembangan SDM

Z0Z3

Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga
_Perset:maﬁe ]r.e_rja sama vang mendukung upaya peningkatan 1504 159 15% 159 1504
integritas hakim
Sasaran Hegiatan 2
Meninglkatnya kualitas layanan internal
Penilafan penghubung berkinerja baik Skor B Skor B Skor B Skor B Skor A
Layanan Administrasl Keuangan Sesual Standar 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Tingkat kepuasan layanan keuangan PUAS PUAS PUAS PITAS PUAS
Persentase jumlah sarana dan prazarana internal yang B0% 80% a0% 0% 100%
diadakan
Tinghkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha Memuas | Memuas St
g ¥ M Sk CUKUP | CUKUP 425 | Memuas
rumah tangga) Kan kan
kan
. Sangat Sangat
Pengelolaan arsip sesual standar ANRI BALK RAIK BAIK Baik Baik
Sasaran Kegiatan 3
Meningkainya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM
AT : Nilai Nilal hiilzi Milai Nilai
Nilai Sistem Merit 200 230 260 450 230
Tinghat kepuasan layanan kepegawalan 7% 8084 B2% 484 265%
Sasaran Keglatan 4

Meningkatnya layvanan perkantoran
Tinghat kepuasan lavanan perkantoran

FUAS FUIAS PUAS PUAS PUAS

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2022

Sasaran Keglatan Indikator Kegiatan Target




1 Meninghkamya kerja sama dan Persentase kerja sama yang mendukung 155
| hubungan antar lembaga _upaya peninglatan integritas hakim o
i Meulnnkam}ra kualitas layanan Penilaian penghubung | berlu.nerla bm.k Skor B
internal L.n],ranan Administrasi Keuangan Sesuai 100 %
Standar
‘Tingkat kepuasan layanan keuangan PUAS
Persentase jumiah sarana dan prasarana 0%
internal yang diadakan
Tinglkat kepuasan layanan umuin
[proh:u]:.uler. tata usaha, rumah tanggﬂ] Memuagin
Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI BAIK
3 Meningkamya layanan Milaf Sistem Merit Nilai 260
pengelolaan dan Tingkat kepuasan layanan kepegawaian :
B2%
pengembangan SDM
4 Meninghkatnya layanan Tinglkat kepuasan layapan perlantoran
PUAS
| pedCintorn
Kegiatan: Anggaran:
Penyelenggaraan dan  Pengelolaan  Penghubung,
Kegiatan, Kerja sama, Keuangan, Perlengl{apan, Rumah
'y Rp 12 4'-314-5“?-“'3[’; =
Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di
lingkungan Komisi Yudisial Alokasi anggaran TA 2022,
Alokasi anggaran TA 2022 terblokir Rp. 12.982.017.000,-

B. RENCANA KERJA BIRO UMUM TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses
penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telash
ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk selurub indikator kinerja wang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun
tertentu. Rincian rencana kerja Biro Umum tahun 2021 berdasarkan Renja 2022 adalah sebagai

herikut:

Tabel 2.3. Rencana kerja tahun 2022

Biro Umum
G by T Tahun 2022
Kode S i S Volume,/ - Satuan

Target SRR Biaya (Rp Ribu)

Alokasi 2022




Komponen

100.01L.WA Program Dukungan Manajemen 110, 145490
Penyelenggaraan dan Pengelolaan
Penpghubung, Kegiatan Kerjasama,
3867 Kewangan, Perlengkapan Rumah 110.145.490
Tangga,Tata Usaha dan
Pengembangan SDM di Lingkungan
Komis] Yudisial
3867.EBA956 Layanan BMN 19 Dokume 616.201
i}
3867.EBA.956.051 | Pengawasan dan Pengendalian BMN | Dokumen 226202 226.202
3867.EBA.956.052 | Penatausahaan BMN 17 Dokumen 22.657 385.178
3867.EBA956.053 | Perencanaan Kebutuhan BMN untuk 1 Dakumen 226202 4.821
Pengadzan dan Pemeliharaan BMN Tahun
Znz24
3867.EBA.953 Layanan Protokoler | 13 Laporan T4H4.615
3B67.EBA.959.051 | Perencanaan Kegiatan Layanan Protokol 1 Laporan 43854 43854
pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan
_UpHearg
3367.EBA.959.052 | Pelaksanaan keglatan layanan protokol 12 Laporan 58.396 700.761
pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan
upacara |
3667.EBA.962 Layanan Umum | 35 Laporan 666.680
3867.ERA.962051 | Pengelolaan Taia Ussha 13 Laporan 9.236 120.337
3867.EBA.962.052 | Pengelolaan urusan rumah tengga 13 Laporan 1542 20,049
3B67.EBA962053 | Penyusunan desain tatakelola infrastruktur 3 Laporan 80.632 241,896
Klimik
3867.EBA962.054 | Penyusunan Tata Kelola Record Centre 3 Laporan 8.845 26,537
3867.EBA962.055 | Pengadaan Barang dan Jasa 3 Laporan 85953 257.861
3867.EBA.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 86.574.737 86.574.737
3867.EBA.994.001 GGaji dan Tunjangan 1 Layanan 36,889,040 36,389,040
3667.EBA994.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Layanan 49 685.697 49 685,697
3867.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal . 829 Unit 10.219.518
(Base Line)
3867.EEB.951 Layanan Sarana Internal B23 Unit 7.320.518
Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Tahun 2022 Alokasi 2022
Omput/ Rincian Output/ Komponen N st Batean Satuan/Blayva (Rp Ribw)
3B67.EBB.951.051 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | 823 Uit 7315518
3867.EBB.951.052 | Pengadaan peralatan penanganan pandemi 19 Unit 5.0040
COVID-19
3E67.EEB.971 Layanan Prasarana Internal i Uit 2.899.000
3867.EBB.971.051 | Pengadaan/Renovasi Gedung 1 Unit 2.899.000 2.899.000
3B67.EBB.971.052 | Perencanaan Pembangunan Gedung Arsip 1 Unit 100 100
di Tangerang
1867.EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Base i 468 Orang 4,496,944
Line) |




3867.EBC954 Layanan Manajemen SDM 234 Orang 2.973 695,868
3867.EBC554.051 | Laporan Pengelolaan Kepegawatan 234 Orang 2216 518.758
3B67.EBC954.052 Laporan Pembinaan Kepegawaian 234 Orang 756 177.110
3867.EBC996 Layanan Pendldikan dan Pelatihan 234 Orang 16.243 3.801.076
3867.EBCY996.051 Pengembangan Kompetensi Pegawai 234 Urang 15621 3.655.534
3867.EBCS96.052 | Analisis Pengembangan Pegawal 1 Orang 145.542 145.542
3867.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 45 Dokume 5.926.783
1]
2867.EED.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 25 Dokume 4.291.807
1]
3867.EBD.953.051 | Laporan Rapat Konsolidasi 1 Dokumen 798.484 798.484
PenghubungKomisi Yudisial
3867.EBD.953.052 | Laporan Monltering dan Evaluasi Kinerja 1 Dokumen 475,653 275.653
Penghubung Komisi Yudisial
3667.EBD.953.053 | Pembentukan 8 Kantor Penghubung Komisi B Dokumen 386.958 3.095.670
Yudisial
3867.ERD.953.054 | Laporan dan evaluasi Kinera Blro Umum 15 Dokumen 8.133 122.000
3867.EED.955 Lavanan Manajemen Kevangan 11 Doltume 1.415.124
I
3867.ERD.955.051 | Pengelolaan Keuzngsn dan kinera 1 Nokumen 252810 252810
3867.EBD.955.052 | Laporan Pelaksana Urusan Perbendaharaan 5 Dokumen 149456 747204
3867.EBD.955.053 | Penyusunan Laporan Keuangan 4 Dokumen 73.093 292.375
3667.EBD.955.054 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Data 1 Laporan 122.655 122.655
Keuangan
3867.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 7 Dokumen 31407 219.852
3667.EBD.974051 | Perencanaan pengelolaan kearsipan 1 Dokumen 37.887 37.887
3667.EBD.974.052 | Pelaksanaan pengelolaan kearsipan & Dokumen 30.327 181,965
3867.FAL Peninglkatan Manajemen Lembaga 11 Lembaga 900.012
Pemerintahan
IB6T.FALODOZ Monitoring tindak lanjut kerjasama dan 11 Lembaga 900.012
hubungan antar lembaga
3867 FALDD2.051 Pelaksanaan koordinasi antar lembaga 5 Lembaga 41.768 208.844.
3B67.FALO02.052 | Pelaksanaan kerjasama dan hubungan 5 Lemhbaga 80.033 400.168
antar lembaga
3B67.FALODZ.053 Perluasan kerjasama internastonal dan 1 Lembaga 291.000 291.000
pertamuan inlernational

C.  HASIL RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022
Pada bulan Januari tahun 2022, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan Rapat
Kerja, dimana dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial menghasilkan beberapa agenda sebagai
quick wins dalam mencapai visi dan misi Komisi Yudisial. Agenda tersebut adalah sebagai
berikut:
KOMITMEN RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

Hasil Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2022 menghasilkan hal-hal sebagai berikut:



1. Rapat Kerja menyepakati Dokumen Rencana Kerja, Rencana Pelaksanaan Kegiatan
dan Angpgaran serta Target kinerja sebagai pedoman dan panduan dalam
pelaksanaan wewenang, fungsi dantugas Komisi Yudisial Tahun 2022,

2. Dokumen Rencana Kerja, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran serta Target
kinerja adalah instrumen penjaminan mutu, monitoring dan evaluasi bagi
pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2022 yang secara periodik
dilaporkan setiap bulannya.

3. Rekomendasi perbidangadalah sebagai berikut:

a. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Lithbang.
«  Sumber Daya Manusia

a) Menyusun strategi pemenuhan kebutuhan SOM untuk menunjang
pelaksanaan tugas Komisi Yudisial melalui pengisian tenaga Pegawai
Pemerintah Non PNS di Tahun 2022 dengan memperhatikan kebijalan
pemerintah sambil menunggu persetujuan KEMENFPANRE mengenai
pengisian ASN KY harus dilakukan.

b) Mengupayakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas SDM Komisi
Yudisial termasuk Penghubung melalui pendidikan dan pelatihan (diklat],
khususnya diklat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis Komisi
Yudisial.

¢) Menyiapkan proses inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman,
termasuk penyiapan bahan uji kompetensi bidang pada pengadaan Calon
ASN Tahun 2022 serta penyiapan kurikulum pendidikan danpelatihan [F
Penata Kehakiman.

d) Melakukan pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman pada
Tahun 2022,

e) Melakukan pengelolaan SDM Komisi Yudisial berbasis merit sistem

b. Bidang Hubungan Antar lembaga dan Layanan Informasi
+ Hubungan Antar Lembaga.

a) Perlunya menjalin komunikasi dan koordinasi efektif serta pelibatan
stakeholders strategis dalam pelaksanaan wewenang dantugas KY;

b) Optimalisasi peran Penghubung MA dan KY dengan menyusun agenda-
agenda yang terstruktur

c) Mengoptimalkan kerja Jubir dan Humas untuk mengkomunikasikan kinerja
Komisi Yudisial.

d) Penguatan kelembagaan dan peran kantor penghubung Komisi Yudisial
dengan memasukkannya dalam Rancangan Peraturan Presiden

e) Merintis pembentukan Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah
lainnya inelalui kajian dengan memperhatikan: Kualitas Laporan
Masyarakat, Kuantitas Laporan Masyarakat, Jumlah Pengadilan, Jumlah



Perkara, Jumlah Hakim, Jarak Antar Penghubung, dan Kepadatan
Penduduk.

f)  Perlunya melakukan penguatan kelembagaan dengan membangun ataupun
pengembangan jejaring Komisi Yudisial dengan didukung alokasi anggaran
yangmemadai.

¢. Penguatan kelembagaan Komisl Yudisial (penguatan
internal)
s Pemenuhan fasilitas kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan

tugas

Solo Bary, 28 Januari 2022
SEKRETARIS JENDERAL,

Arig-Sudihar

Mengetahui,

KETUA,

Mukti Fajar Nur Défwata



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Pencapaian kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai organisasi sesuai dengan
wewenang dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai
tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro Umum, maka telah ditetapkan sasaran dan
target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan
kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada BAB IL Pencapaian masing-masing sasaran
dan target vang direncanakan dalam tahun 202Zberdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat
dilihat sebagai berikut:

A. KONTRIBUSI BIROD UMUM DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN

STRATEGIS LEMBAGA
Biro Umum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memberikan beberapa

kontribusi pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial, sebagal berikut:

a) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal
Tabel 3.1. Kontribusi Biro Umum dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

B | Brogeew | MiEfturginera | Tapet (sumber data)
& | Terkelolanya Predikat Baik Balk - Opini BPK
Orpanisasi yang | terhadap - Nilai Kinerja Penghubung
efekiif dan pengelolaan - Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI
efisien organisasi - Milai kepuasan layanan keuangan
- Nilai pelaksanaan adm keuangan [TKPA]
- Nilai kepuasan layanan umum
7 Menlngkatnya Indeks [ndeks 65
Profeslonalisme | profesionalisme Milaf berdasarkan IPPNS BEN
SDM Lembaga pegawai

I. Sasaran Program ke 6 : Terkelolanya Organisasi vang efektif dan efisien

Indikator dari sasaran program ke-6 adalah Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi
dengan target kinerja bernilai Baik. Berdasarkan dokumen LAKIP Sekretariat Jenderal
Komisi Yudisial RI tahun 2021 tanggal 07 Maret 2022, diketahui bahwa rumus hitung
pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel
yaitu :

1) Penghargaan Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah

Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik
2) Opini atas laporan kevangan “Wajar Tanpa Pengecualian”
3) Nilai kinerja penghubung



4) Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI

5) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan biro umum

6) Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran

7) ‘Tingkat kepuasan layanan umum [Protokel - Tata Usaha - Rumah Tanggal]
8) Indeks Kepuasaan Masyarakat

Maka berdasarkan rujukan dimaksud, Biro umum berkontribusi bertutur-turut pada
poin 2, 3, 4,5, 6, 7, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.2. Kontribusi Biro Umum pada Indikator Predikat Baik Pengelolaan Organisasi

2022
NDIKATOF
Lot REALISASI CAPAIAN
1) Opni BPK WTP 100
2] Penilaian penghubung berkinerja baik A 86.46
3) Lavanan Adm Keuangan Sesuai Standar 100 % 100
4] Tingkat kepuasan lavanan keuangan A 89.42
5] Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, BAIK / PUAS 83.52
rumah tanggal
6) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI AA 90.25

Dengan Rumus hitung:

e g Jumlah skor IKK kontributor i 3 -
Kontribusi Bire Umum = = Hasil Kontribusi
Jumlah sumber [KK
Maka hasil penghitungannya menjadi :
100 + B6.46 + 100 + 89.42 + 83.52 + 90.25

- =916
6 Indikator
Masih berdasarkan rujukan yang sama, yaitu predikat pengelolaan organisasi pada

LAKIP Sefjen 2021 maka letak kontribusi biro umum berada pada predikat SANGAT BAIK,

sebagaimana berikut:

Tabel 3.3. Predikat Pengelolaan Organisasi

" 1_-__-_ :_' |

1-100 ” SangatBaik
7190 | Bak

51-70 Cukup
26-50 Buruk
00-25 | Sangat Buruk

II. Sasaran Program ke 7: Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga
Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai
dengan target Indeks 67.5. Indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari BKN.

Dalam upaya memperoleh indeks profesionalisme pegawai, berdasarkan Peraturan



Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan
Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur 5ipil Negara pada Pasal 6 menyebutkan
hahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi,
Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Berdasarkan IPPNS BKN pertanggal 31 Desember 2022
capaian Indeks Profesionalisme Pegawai tahun 2022 Komisi Yudisial pada posisi indeks
54.84, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.4, Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY

Setjen
Komisi 191 16.36 1113 2246 4.9 54.84
Yudisial

L ! i H L

Sadernianagl Joraang i Kol i i

NILAI INDEKS PROFESIONALITAS INSTANSI

Wity Swaradi

JENIS JUNLAH PHE HIALIFTICA S FOMPETEMNSI HIMERLS BHEIFLIN TOTAL

b} Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial
Tabel 3.5. Kontribusi dalam Sasaran Strategis Komisi Yudisial

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kelerangan
[sumber data)
2 Meningkatnya Kapasitas | Nilal akuntabiltas kinerjz lembaga Baik Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
Manajeten Intérnal mencapai predikat Sangat Baik - N ||
| Nilai indeks reformasi birokrasi A Surat Menpan terkait hasil evaluasi RE
mencapai kategori A" di tahun 2024 K/L

Capaian kinerja pada sasaran strategis yang merupakan kontribusi Biro Umum pada 2022
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program ke 2: Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal




Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator kinerja:
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga engan target Baik.
2. Nilai indeks reformasi birokrasi dengan target A.

Bire Umum sebagai unit kerja setingkat eselon 2, pada pencapaian Sasaran Strategis Komisi
Yudisial ke 2, dicapai melalui:

1. Kontribusi: Nilai Akuntabilitas Kinerja Lemabagai dengan target Baik.

Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintahan dan sistem
manajemen, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat maka Biro Umum
melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung peningkatan pelayanan tersebut antara
lain:

kegiatan memperkuat kerja sama dan hubungan antar lembaga;

=

kegiatan layanan Kinerja penghubung;
c. kegiatan layanan manajemen keuangan;
d. kegiatan layanan sarana dan prasaran internal;

kegiatan layanan umum;

o

b |

kegiatan layanan pengelolaan dan pengembangan SDM;
g. Layanan perkantoran.

Kegiatan- kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh biro
umum agar dapat terwujudkannya pengelolaan organisasi yang efektif dan -efisiensi
Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisiensl merupakan upaya yang dilakukan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas manajemen Internal dengan predikat
baik yang ada di Komisi Yudisial.

Kemudian Kontribusi yang dilakukan oleh Biro Umum dalam upaya penguatan
akuntabilitas kinerja instansi di Komisi Yudisial adalah dengan ikut terlibat dalam Tim
Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Komisi Yudisial, dimana Biro Umum mendapatkan tugas sebagal berikut:

a. Tim Koordinator Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai
Tim koordinator bidang evaluasi kinerja pegawai memiliki tugas untuk merancang konsep
mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja pegawai, berkoordinasi dengan
Tim Koordinator bidang perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja terkait dengan
keselarasan/integrasi dokumen perjanjian kinerja individu dan sasaran kinerja pegawai



(SKP) dan terkait keselarasan implementasi pengukuran dan evaluasi kinerja sampai
dengan level individu.

b. Pelaksana SAKIP pada Biro/Pusat
Pelaksana SAKIP pada Biro/Pusat memiliki tugas untuk menyusun, mengukur, mereviuy,
dan mengevaluasi Renstra Biro/Pusat, menyusun rencana kerja Biro/Pusat
mengkoordinasi/menyusun dan mereviu perjanjian kinerja eselon II, [ILIV sampai dengan
level individu dengan berpedoman kepada Rencana Strategi Komisi Yudisial RI dan
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, serta Rencana Strategi Biro/Pusat, mengukur
capaian Kinerja vang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap bulan, mengelola data
kinerja, mengkoordinasikan/menvusun laporan bulanan, mengkoordinasikan/menyusun
laporan kinerja, melakukan pengendalian dan evaluasi implementasi SAKIP di unit kerja

c. Berdasarkan hasil laporan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintahan (Sistem AKIP) pada tabun 2021, Biro Umum memperoleh nilai evaluasi
Sistem AKIP sebesar 78,45 dengan kategori BB atau sebesar 76.22% . Penilaian tahun 2021
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, Peningkatan ini merupakan bentuk

dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh Biro Umum.

2. Kontribusi: Nilai indeks reformasi birokrasi dengan target A,
Reformasl birokrasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process),
sumber daya manusia (aparatur). Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta penyelenggaraan
negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme [KKN], dapat meningkatkan
pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kineja
birokrasi. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang turut serta memiliki kewajiban dalam
memperbaiki reformasi birokrasi dalam sistem penyelenggaran pemerintahan. Sehingga
untuk mewujudkan hal tersebut, maka target sasaran strategis ke 2 Komisi Yudisial tahun
2022 adalah indeks reformasi birokrasi dengan target A untuk mencapai target tersebut
maka Biro Umum melakukan serangkaian kegiatan yang dapat mendukung tercapainya
target sasaran tersebut antara lain yaitu:
[kut terlilbat dalam Tim Reformasi Birokrasi baik di RB Pusat dan Unit
b. Dalam penguatan organisasi Bire Umum, telah melakukan evaluasi atas proses bisnis
dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja di
Lingkungan Komisi Yudisial khususnya di Biro umum. Dan telah dilakukan



penyederhanaan birokrasi di Biro Umum, dimana dibagian keuangan dan kepegawaian
telah menjadi jabatan fungsional.

¢. Untuk mendukung penguatan akuntabilitas di Biro Umum, maka biro umum telah
menetapkan target kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja, kemudian membuat
laporan periodik untuk dapat memberikan penjelasan target yang telah dicapai oleh
Biro Umum.

d. Upaya yang dilakukan oleh Biro urnum untuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari
korupsi kolusi dan nepotisme adalah dengan meningkatnya layanan manajemen
keuangan. Pengelolaan keuangan yang ada di Komisi Yudisial dikelola dengan tertib,
transparan dan memenuhi aspek peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan
keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang ada di Komisi Yudisial telah memenuhi
aspek pemenuhan peraturan perundang- undangan hal ini dapat dilihat bahwa
pengelolaan keuangan di Komisi Yudisial TA 2022 telah mendapatkan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Seluruh rangkaian kegiatan terkait akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Biro
Umum diupayakan dalam rangka mendukung pencapaian target Sasaran Strategis ke 2 Komisi
Yudislal tahun 2022,
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Berikut rincian analisis capaian masing-masing sasaran kinerja pada Biro Umum dapat
diuraikan sebagai berilout :
1. Sasaran Kinerja 1 - Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga

RO KEGIATAN INDTHATOR Formulasi

| Indikaror divkur darl
Fersentase perbandingan jumlah
Penguatan kerja sama kerja sama dengan konten
Ferjasama | yang MNalkk | yanglelas mendukung IR Kerjcsamn b Hyhls
1 dan mendukung Persentase sehesar | pelaksanaan upaya ) fromlak Kerfa roma ying ditindaklanfutt .
hubungan upaya 15% = | peningkatan Iniegritas ~ Jumiak Kerja sama dengan konten ntegritas Makim a0
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Sasaran taget kinerja ini memiliki paramater pada jumlah kerja sama yang mendukung
upaya peningkatan Integritas Hakim, target pada indikator dimaknai dengan peningkatan
sebesar 15% (lima belas persen) setiap tahunnya, hal ini didasarkan pada redaksional sasaran
keluaran berupa meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga, yang berarti gradasi target

menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.8. Gradasi Target Tindak lanjut Kerja Sama
2020 2021 ] 2022 | 2023 2024
15% ' 30% | 45% | 60% ' 75%

Sehingga target pada tahun 2022 sehesar 45%, dengan rumus penghitungan capaian target pada
Indikator kinerja adalah dengan cara mengukur perbandingan antara jumlah kerja sama yang
ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan konten integritas hakim yaitu sebesar 81,82%, dengan

perhitungan sebagai berilut:

Tabel 3.9. Penghitungan Indikator Kerja Sama

VARIABEL UKUR JUMLAH PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
‘R'é'l'{a[:ii'i'.ﬁ'iasi' [unlah kerja sama yaing i I KU f'{'-q.n-f‘asama & Hub la
ditindaklanjuti

18
Rekapitulas! jumlah kerja sama 55 =X 100% = 81.82%,

dengan konten integritas hakim




Selama tahun 2022, telah dilaksanakannya 24 (dua puluh empat] penandatanganan
naslkah kerja sama, yang terdiri dari 8 kerja sama dengan lembaga/badan, 16 kerja sama dengan
universitas. Dari 24 kerja sama yvang telah ditandatangani tersebut, terdapat 22 kerja sama yang
mendukung upaya peningkatan integritas hakim dan 18 diantara merupakan kerja sama vang
telah di implementasikan oleh unit kerja Biro/Pusat/Bagian.

Selain itu, telah dilakukan pembahasan rancangan (draft norma sekaligus position
paper) terhadap revisi Peraturan Komisi Yudisial RI No. 6 tahun 2011 tentang Pedoman dan
Tata Cara Kerja Sama Komisi Yudisial. Selanjutnya draft peraturan revisi tersebut akan di bahas
pada tingkatan kesekjenan dengan mengundang perwakilan Biro/Pusat untuk kemudian akan
disahkan dalam rapat pleno Komisi Yudisial.

Selain itu telah dilakukan sosialisasi terhadap SOP Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga ke
Unit Kerja serta Penghubung Komisi Yudisial wilayah Bali. Standar Operasional Prosedur
tersebut, antara lain:

1. SOP Penerimaan Permohonan Kerja Sama;
S0P Telaah Permohonan Kerja Sama;
S0P Penyusunan Naskah Kerja Sama;
SOP Persiapan Audiensi Kerja Sama; dan

o

S0P Pendistribusian dan Pengarsipan Naskah Kerja Sama

Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga sebagai pendorong kepada
Biro/Pusat/Unit Kerja dalam mengimplementasikan berbagai macam bentuk kerjasama di atas,
dengan salah satu wujud konkret tindak lanjutnya dengan LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI), dengan detail sebagal berikut:

Tabel 3.10. Bentuk Tindak Lanjut Kerja Sama dengan LPP RRI Tahun 2022

Tabel 3.10. Bentuk Tindak Lanjut Kerja Sama dengan LPP RRI Tahun 2022

NARASUMBER WAKTU
1. |1. Dr. Hj. Siti Nurdjanah, Selasa, 13 September| Membedah Seleksi Calon
5.H., M.H. (Ketua Bidang 2022 Hakim Agung dan Calon
Rekrutmen Hakim Hakim ad hoc HAM di MA

2. Miko Ginting(Juru Bicara
Komisi Yudisial)

2 |1. Drs. M. Taufiq HZ, M.HI Selasa, 4 Oktober T{ewenangan Komisi
' (Walkil Ketua Komisi 2022 Yudisial dalam
Yudisial) Pengawasan Hakim

2. Miko Ginting{Juru Bicara
Komisi Yudisial)

1. Sukma Violetta, 5.H., L.LM Selasa, 18 Oktober Mengupas Peran KY
(Ketua Bidang Pengawasan | 2022 dalam Meningkatkan

i
o
Z-'




Hakim dan Investigasi) Kapasitas Hakim
2. Miko Ginting (Juru Bicara

Komisi Yudisial)
4 1. Binziad Kadafi, S.H., L.LM., Selasa, 22 November| REUHP dalam Perspelktif
: PhD (Ketua Bidang 5DM, 2022 Tugas Advokasi lHakim KY

Advokasi, Hokurm,
Penelitian dan
Pengembangan)

2. Miko Ginting (Juru Bicara

KY)

Komisi Yudisial telah melakukan perluasan kerja sama luar negeri pada tahun 2022,
dengan melakukan kunjungan kerja ke Belgia dan Belanda pada tanggal 23 s.d. 30 Oktober
2022, Kunjungan kerja tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial dan 2 orang
Anggota Komisi Yudisial dengan di dampingi oleh 4 orang pegawai.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, Komisi Yudisial mengunjungi 5 Lembaga, antara

lain:

Lembaga di Belgia :

1. Dewan Kehakiman Tinggi Belgia (Belgian High Council of Justice/HC|]) yang memiliki
berbagai kemiripan fungsi dan kewenangan dengan KY, khususnya di bidang pengawasan
hakim dan seleksi hakim.

2. Asosiasi Komisi Yudisial Uni Eropa ([European Networks of Councils for the
Judiciary/ENCJ).

3. Belgian Judicial Training Institute (1GO/1F]).

Lembaga di Belanda :

1.  Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad der Nederlanden/HR), khususnya kamar keempat
yang menjalankan fungsi pengawasan hakim dengan menerima dan menindaklanjuti
laporan masyarakart terhadap dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim.

2. Komisi Yudisial Belanda (Raad voor de Rachstpraak/RvdR) yang bertanggungjawab
terhadap perbaikan manajemen peradilan, termasuk mendorong kesatuan penerapan
hukum oleh pengadilan.

Hasil kunjungan kerja ke 5 lembaga tersebut akan ditindaklanjuti oleh Subbagian Kerja
Sama dan Hubungan Antar Lembaga dengan pelaksanaan Seminar Internasional pada tahun
2023, vang melibatkan Biro teknis dalam pembentukan tim pelaksana seminar internasional
tersebut
Analisis Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga



1 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021
Pada tahun 2022 Indikator Kerjasama antar lembaga, mampu melebihi target sebesar 36,82%, meski begitu capaian ini
relatif sama atau stabil dengan tahun sebelumnya meski dengan perbandingan yang berbeda, sebagai berilut:

Target 30% 45%
Realisasi 54.54% 81.82%
Capaian 181.8% 181.84%

2)  Analisis keberhasilan/kegagalan

Hasil pada sisi ini terjadi karena adanya gradasi pada Indikator kinerja yang dimaknai sebagai peningkatan, dimmana anglka
15% pada target kinerja dibaca bukan sebagal satuan yvang konstan, melainkan akumulatif. Sehingga yang dimaksud 15% kerja
sama ditindaklanjuti di baca sebagai kenaikan sejumlah 15% setiap tahunnya dari persentase tahun sehelumnya, yang berarti
pada tahun 2022 target kinerjanya adalah 45% kerja sama ditindaklanjuti. Sasaran kinerja Meningkatmya kerja sama dan
hubungan antar lembaga, melebihi target dengan selisih persentase tipis sebesar 81.8%, namun angka ini relatif stabil atau sama

besardibandingkan tahun sebelumnya, yang juga berarti tidak ada kenaikan capaian dari sisi kinerja.

3) Hambatan dan permasalahan
Dalam mencapal sasaran kinerja inl ditemukan beberapa kendala, antara lain:

= Proses kerja sama yang dilakukan [existing] sudah tidak dapat diakemedasi oleh Peraturan EY Nemor 6 Tahun
2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama AntarLembaga Komisi Yudisial.

« Dalam proses pembahasan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga /Badan, calon mitra kurang responsif dalam
menindaklanjuti hasil kesepakatan pembahasan kerja sama untuk dapat ditandatangani baik secara seremonial
atau desk to desk. Perlu dilakukan koordinasi percepatan formalisasi kerja sama agar segera dapat
diimplementasikan oleh masing-masing pihak.

&  Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka mendulung pelaksanaan tugas dan pekerjaan,

4)  Langkah-langkah antisipatif yang diambil
Sementara beberapa langkah yang ditempuh untuk memnimalisir hambatan di atas, antara lain:
s Reviu terhadap update peraturan belum dilaksanakan secara rutin dengan menyesuaikan pada proses kerja
sama yang dilakukan saat ini;
= inisiatif pengadaan jasa lainnya melalui kontrak tenaga pendukung administrasi melalui mekanisme pengadaan

barang/jasa

5)  Realisasi anggaran




Dari tabulasi dibawah dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efisiensi sebesar 0,73%, dimana peringkat efisiensi

tertinggi berada pada Sasaran kinerja Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga:

EFISIENS]

%%

PAGUANGGRARAN REALISASI CAPAIAN

= 1009 — [ fealisost taya) 1009

Target Bloya

496217475
99.27 4, =100%-[{_______ 3} x100%]=0,73 %
499844 000

Rp 499.844000,- | Rp496217475

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas layanan internal

a. Kesiatan] Kineri hul
Tabel 3.11. Indikator Kinerja Kegiatan ke -2

TARGET

KEGIATAN INDIKATOR Panjelasan Indikator Formulasi
2021

[Magll skor Tnternal [7004] + Hasil skor
Elksternal {Survei [30%] : 2}

Skor Internal didapat darl rata-rata penjurmlahan
persentase capaian e5-111:

Sloor Eksternal didapat darl hasil survel kepunsan
stakeholder {eksternal]

Skor didapat dari penjomlahan
capaizn es-111 (internal] dengan
hasil survei kepuaszan stakeholder
Skor B (eksternal].

T — Penilaion
2 | Kinerja penglmheng
penghubung Berkineiia

balk Interval Indeks menggunakan skala linked deagan

empat (4] rentang, yaitu:

= A [Be% - 100%)],

« B [71% - B5%),

» C (5800 - 70%),

« [ [41% - BE%)

Dengan bobot: 70% Internal dan
300% Eksternal.

Capaian kinerja kegiatan layanan kinerja penghubung diperoleh dengan
membandingkan antara penetapan target dengan realisasi kinerja di 12 Wilayah Penghubung
Komisi Yudisial. Adapun target kinerja berdasarkan sasaran kinerja penghubung yang terdiri
dari 11 unsur penilaian, Adapun hasil penilaian capaian kinerja penghubung Tahun Anggaran
2022 adalah sebesar 86,46%.

Dasar hukum pelaksanaan survei ini adalah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Berdasarkan hasil survey
diperoleh Penilaian Penghubung Berkinerja Baik Tahun 2022 adalah sebesar 86,46% dengan
rentang nilai absolut (286) serta termasuk kedalam Predikat A dengan interpetasi Sangat
Baik.




b. Kegiatan Layanan manajemen keuangan
Bagian Keuangan khususnya dan Komisi Yudisial secara kelembagaan telah berhasil
meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTF) vang ke 15berturuf- turut
atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun anggaran 2021 Dengan indikator pelayanan

sesuai standar sebagai berikut:

Tabel 3.15. Indikator Kinerja Kegiatan ke -3

TARGET
NO KEGIATAN INDIKATOR SATUAN Fenjelasan Indikator Formualasi

022

IKU Layanan Adm Keuangan

Nipannn Indikator Kinerja
LAysnen ey Pelalsanaan keuangan sesuai
3 | Mgnajemen | Keuangan Perzentase | 100% g Jumlah loyanon sesuwai standar
i Saomih dergan standar darl - x100%
CERTEN s::::a . Kementerian Keuzngan Jumlah Layanan dilaksanakan

Sepanjang tahun 2022 bagian keuangan memilild tugas untuk menyelesaikan sebanyak

11 Dokumen vang wajib memenuhi standar keuangan negara sebagaimana ditetapkan oleh
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara [KPPN), sebagai berikut:

1. Dakumen layanan Gaji Komisioner, Pegawai PNS dan Pegawai PPNPN,

Dokumen layanan verifikasi pertanggungjawaban kenangan,

Dokumen pengelolaan pencrimaan dan pengembalian belanja,

Dokumen layanan penvusunan laporan perpajakan,

Dokuemen pengelolaan penerimaan dan pengembalian belanja,

Dokuem laporan pertanggungjawaban bendahara,

Dokumen sinkronisasi perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran,

Dokumen rekonsiliasi bulanan,

Dokumen laporan keuangan semester tahun 2022,
. Dokumen laporan keuangan triwulan tahun 2022
. Dokumen laporan keuangan unaudited tahun 2021 dan laporan keuangan audited tahun

2021,

b e B ATl

-
i =

Tabel 3.16. Indikator Kinerja Kegiatan ke -4

KO KEGIATAN INDIKATOR Penjelasan Indikator Formulasi
' i dmg
biclicetor gangulomr dpanilah SR:: DL:aai:id:k:L:li:;iL;in;z:nmn e Tt{d-] tentan
Lairin Tingkat dari kepuasan pihak diluar bagian ;r;hf.g B g &
4 | Manajemen e Kategorl Puas Newamged (Ldah Fez‘ha?ns h j « Sangat Puas (Bt - 100%5),
layanan pada berbeda unit kerja/bira] B
Keuangan o terhadap pelay ang * Puas (71% - B5%],
o g it » Cukup Puas [56% - 7004),
bt » Kurang Puas (4135 - 55%)




Terkait dengan tingkat kepuasan layanan keuangan dengan target puas dimana kegiatan
ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan yang menjadi objek survei adalah
pengelolaan keuangan di Komisi Yudisial. Yang menjadi responden adalah pejabat pengelola
keuangan vang ada dilingkungan Komisi Yudisial. Bagian keuangan telah melakukan survei
dibulan Movember 2022 dengan koresponden pengelola kewangan di Lingkungan Komisi
Yudisial sebanyak 38 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara
Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah bayar (PPSPM], Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), staf KPA, staf PPK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja (POKJA).
Berdasarkan hasil survei layanan manajemen keuangan memperoleh hasil sebesar 89,42
(sangat puas), dengan hasil tersebut realisasi yang diperoleh bagian keuangan melebihi target
yang telah ditetapkan yaitu dengan kategori Puas (71%-85%).

Dengan capaian yang telah diperoleh oleh bagian keuangan maka dapat membantu

tercapainva sasaran output Biro Umum.

c. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana internal

Tabel 3.17. Indikator Kinerja Kegiatan ke -5

TARGET

KO KEGIATAN INDIKATOR SATUAN Penjelasan Indikator Formnkazi

2022

FPersentase Capaian indikator diambi! dari IKU Sarpras Internal
i Juralak persentase pernetuhan sarpras
7 @ an dibandingkan d
Sarana dan sarand ¢ g Sy .1. ST Jumlah Sarpras yang diadakan
5 Prasarinia prasarana Fersentase a0 kebutuban unit kerja yang telah = 4 Y x 100%
lnaJ internal dirasionalisasl dengan Jumiah Rasionalisasi
yang inventarisasi barang yang telah
diadakan ada di periode sebelumnga

Anggaran awal Layanan Sarana Internal sebesar Rp 3,.391.931.000,00 dengan target 724
unit yang meliputi kantor pusat maupun kantor penghubung.
s Sementara Jumlah Kebutuhan riil di internal KY berdasarkan permintaan unit +
pimplnan = 749 unit

* Analisis Prediksi Barang diperoleh dari perbandingan pagu awal ketersediaan anggaran
dengan harga rata-rata per/ unit
Total Pagu Anggaran Tersedia

{ ksi ! =
Jumlah Predikst Barang Harga rata — rata per unit

* Analisis Jumlah Rasionalisasi awal kebutuhan internal terhadap sarana prasarana

dilakukan melalui nilai rata-rata penjumlahan antara Jumlah prediksi barang dengan
Jumlah kebutuhan riil

E__..r
- - . -;‘”A




Jumlak Prediksi Barang + Jumlah Kebutuhan Riil

Jumlah Rasionalisasi = -

Penghitungan 1KU :

Jumloeh Sarpras vang dindakan
Jumlah Rasionalisasi

IKU Sarpras Internal = x 100%

Ap 3.391.931.000

= 714 unit
Rp 4750000

e Jumlah Prediksi barang =

; . . 714 Unit+749 unit ;
¢ fumlah Rasionalisasi = % = 731 Unit

IKU S tridirl = S s g = G
ﬂ?‘p?"ﬂs nrermnal = ?31 U_nr:r x = 4

Capaian signifikan lain pada 2022, ada pada dimulainya penilaian dari lembaga luar mengenai
kinerja pada kerja-kerja Perumga yaitu penilaian Indeks Pengelolaan Aset dari Kemenkeu.
capaian nilai Indels Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3.66

d. Kegiatan Layvanan Umum

Indikator Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, munah tanggal

Tabel 3.18. Indikator Kinerja Kegiatan ke -6

TARGET

] KEEGIATAN THNETEATOR SATUIAN Penjielasan Indikabor Formulasi
Tingkat =
Aejipsan In:f!lmmr pcngu.lcuran diperaleh Sleor DI dapat dard suFirei Eksternal dengan
Vs dari kepuasan pihak yang menggunakan skala linked dengan empat (4)
La R mendapatkan layanan Protokoler, | rentang, yaim:
6. Umj i [protokeler, Kateporl Metnicaskan | Tata Usaha/Kearsipan, Rumah = Sangat Puas (B6% - 1000%],
atn usalis; ; tangga. Milzi dalam kategari » Puas [71% - B5la).
ik merupakan gabungan hostl survel | = Cubup Puas [56% - 7094a),
dari tiga unsur dimzksud, * Tidak Puaz (25.00 - 64.99)
tangga)

Penjelasan Proses :
o  Tingkat Layanan ramah tangga / perkantoran sebesar = 82.57
* Tingkat Layanan Protokol sebesar = 83.81
o Tingkat Layanan Tata Usaha sebesar = 84.18

Maka penghitungan IKU menjadi :
IKU Layanan Umum




_ Tingkat Kepuasan [Layanan Rumah tangga + Proketol + Tata Usahal]
B 3 Layanan

8257 4+ B3.81+84.18
[KU Layanan Umum = -

= 83.52 [Nilai layanan umum]

\;
) Jumlah Responden
Layanan 2027
1. | Perkantoran/Rumah Tangga 186 orang 77.77 B2.57
2. | Protokol 40 orang 75.81 B3.8l
3. | Tata Usaha/Persuratan B0 orang 77.21 84,18
Total Rata-rata nilai layanan wmum 76.93 83.52

Pada layanan umum yang diketahui dikontribusikan dari 3 unsur utama, tahun 2022
adalah wakt dimana capaian mengalami peningkatan hasil layanan secara signifikan yang
dibuktikan dengan survey pada masing-masing bidang. Mengeunakan standar survey yang
sama vaitu Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, rata-rata peningkatan tercapai sebesar 6.59 poin,
sehingga capaian sebelumnya pada 2021 sebesar 76.93 menjadi 83.52 pada 2022,

Dari sisi layanan protokol beberapa upaya signifikan yang dilakukan dalam
meningkatkan kinerja yaitu melalui koordinasi intens dan terus menerus dengan panitia
kegiatan, para sekretaris dan Biro/Pusat untuk mengetahui agenda pimpinan serta diupdate
setiap hari, sekaligus penyiapan dan pelaksanaan kegiatan apel pagl dan pelantikan pejabat
fungsional tertentu di lingkungan Komisi Yudisial. Sementara dari sisi layanan tata usaha,
selama masa covid 19 dilakukan penyesuaian dengan kebijakan pemerintah melalui beberapa
hal sepertd, operasionalisasi proses surat masuk dengan menggunakan aplikasi SIKEDI dan
penandatangan dokumen pimpinan bisa dilakukan dengan tanda tangan elektronik dan layanan

penomoeran bisa dilakukan melalui whatsapp kepada petugas penomoran surat keluar,

Tabel 3.21. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 7

TARGET
NO KEGIATAN TNDIEATOR SATUAN Fenjedasan Indikator PFarmukaisi

2022

Indikator pengelolaan arsip ANRI Skor ANR] menggunakan 5 kategori, dengan masing-
diambil darl has=ll penilaian ANE] masing kategort merupakan alumulasi dan rata-rata

Pengelolann berdasarkan: nilai kinerja paia pemegang JFT Arsiparis, yaitu:
7 Layanan arsip sesuai Kategart Balk/B | = PP No. 46 tahon 2011 tentang = Sangat Baik (91 - ke atas),
" | Umum standar ) Penilaian Prestasi Kerja PNS « Baik {75 - 8],
ANRI » Permenpan & RE No. 48 tahun s Culoup [61 - 75),

2014 tentang Jabatan Fungsisnal s Kurang (61 - 607
| Tertemtu Arsiparis * Buruk (50 ke hawah)




MO KEGIATAN INDIKATOR SATUAN TARGET Penjelasan indikato Formuolast
« Paraturan Kepala (PerKa) BEN
Mo, 1 tahun 2013 tentang
Ketentuan pelaksanaan PP No, 46
tahun 2011

Parameter elsternal vang sacara
rutin mengukur tentang standar
kearsipan |

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI No. B-AK.01.00/4941/2022 tentang Nilai Hasil
Penpawasan Kearsipan tahun 2022, Komisi Yudisial memperoleh nilai sebesar 90.25 dengan

kategori A [Memuaskan], dengan rincian sebagal berikut:

Tabel 3.22. Detail Nilai Akumulasi Pengawasan Arsip

Nilai Hasil Pengawasan NHP 2022 Bobot NHF x bobot
Eksternal 86.91 G0% 5215
Internal 95.26 40% 38.10
Nilai Akumulasi 90.25

Pada tahun 2022 memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari
Arsip Nasional [ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan
kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan
eksternal tahun 2021 yang lalu, vaitm dengan skor 90,25 dengan Kategori "AA" (Sangat
Memuaskan) atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 9.63 dari hasil pengawasan
kearsipan tahun 2021, peningkatan ini tidak hanya besar dalam hal poin tetapi juga dapat
dikatakan signifikan karena berhasil juga melampaui kategori dari yang sebelumnya A
"memuaskan” kepada AA "sangat memuaskan”.
Melalui surat yang sama, ANRI mengingatkan beberapa hal yang perlu ditingkatkan
kedepan dalam pengelolaan Arsip di Komisi Yudisial RI, antara lain:
1. Pelaporan dan penyerahan arsip terjaga, serta pemberian penghargaan terhadap SDM
Kearsipan;
2. Intensitas pemusnahan dan penyerahan arsip statis yang mewakili seluruh fungsi
lembaga ke ANRI;
3. Partisipasi aktif dan melaksanakan tanggung jawab sebagai simpul jaringan dalam
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;

4. Mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI pada seluruh unit pengolah;



5. Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat
menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yvang memenuthi kompetensi dan sesuai dengan
analisis kebutuhan; dan

6. Perlu mendorong penvediaan record center yvang memadal dan sesuai ketentuan

kearsipan.

Analisis Meningkatnya kualitas layanan internal

1)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021
Berikut ini tabulasi perbandingan capaian 6 indikator yvang berkentribusi pada sasaran kinerja meningkatnya

lualitas layanan internal

i 2021 2022
INDIKATOR
TARGET REALISASI % CAPAIAN TARGET REALISASI o CAPAIAN
A B A
1) Penilaian penghubung B _ T 2 =
berkiner|a balk [batas atas8e] O “:f;;;:;k - 1043 Eha;:;:]m [mn : It:;? : 1en%
Z) Layanan Adm Keuangan
Setal Shandi 100 9% 100% 100%, 100 4 100 % 100 %
A [ SANGAT Puas A [ BANGAT
# et e i u}:‘;masm 106% [Batas atas mi;umam 101%
layanan kegangan [Batas atas 88.3) [$kor = 93.6] o 88.3] [Skor = 89.42] -
4} Persentase jumiah
sarana dan prasmeana B0 % B0.1% 30 97.4%
internal yang diadakan
5) Tingkat kepuasan
layanan umum Culup Culup 100 M[ emuﬁn PUAS 945%

[provokoler, tata usaha, [Batas atas 76.5] [Skor = 76.93]
rumah tangpal
A [ BANGAT

&) Pengelolaan arsip sesuai Baik /B A/ MEMUASKAN Balk /1 MEMUASKAN
standar ANRI [Batas atas 70] [Skor = 80.62] [Batas atas 70] [Skor = 90.25]

Data kinerja menunjukan bahwa terdapat 3 indikator yang mengalami penurunan dari slsi capalan, yaitu
indikator
- Penilaian penghubung berkinerja baik < turun 4%

g [Skor=83.52]

- Tingkat kepuasan layanan keuangan = turun 5%

- Tingkat kepuasan layanan umum |[protekoler, tata usaha, rumah tangga| = 5.5%
Sementara terdapat 2 indikator yang mengalami kenaikan, yaitu:

- Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadalkan = naik 21%

- Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI = 14%
Selain itu terdapat juga 1 indikator yang relatif stabil, yaitu:

- Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar = stabil di 100%




2)

3)

4)

3)

Dari seluruhnya jika dilakukan perhitungan rata-rata, maka akan diperoleh hasil, pada tahun 2022, sebagaimana

berikut;

_ 100+ 100+ 101 + 121 +94.5 + 129

6 Indikator

=107.5 % — Rata — rata capaian

Meski terlihat sebagai tone yang negatif pada 3 indikator yang mengalami penurunan capaian, namun jika dilihat

lebih jauh, pada dasarnya tetap pada batas atas target yang ditetapkan. Catatan patut diberikan kepada kinerja

penghubung dan layanan keuangan yang mengalami penurunan baik secara persentase capaian maupun skor,

sementara untuk layanan umum meski turun secara persentase capaian, pada hakikatnya mengalami kenaikan

secara skor, penurunan lebih disebabkan lantaran target yang mengalami kenaikan pada tahun 2022,

Analisis keberhasilan/kegagalan

Situasi yang relatif telah normal dan tidak separah saat pandemi bisa diklaim sebagai faktor utama, dimana

pekerjaan lebih optimal dijalankan secara langsung ketimbang melalui media daring.

Hambatan dan permasalahan

Keterbatasan SDM jadi issue serius dimana terdapat ketimpangan antara beban kerja dengan sumber daya

yang mampu merespon penyelesaian.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil

Sebagian besar gap sumber daya yang terjadi diatasi dengan pengadaan tenaga jasa lainnya yang berkontrak

dengan Pejabat Pembuat Komitmen, serta diberikan upah melalui output kinerja.

Realisasi anggaran

PAGUANGGARAN REALISASI )

;
.
0

CAPAIAN

Penilaian penghubung

EFISIENSI

= lﬂﬂ‘}‘n — [ E!.?tii.ﬁii-":'i.;'-'l" Euﬂ“]“;blﬂ q—'"'rﬂ]

Target Biaya

=100% - [(328.6572.236) x 100%] = 0,38 %

Rp 1,162.314.000,-

berkinerjabail Rp 398.657.236,- 99,62%

Rp 400.168.000,- 400.168.000

e 0 1.124.629.557 0 0
S e Rp 1.124.629.557 o676% | =100% — [(1124629557°) x 100%] = 3,24 %

1.162.314.000,-

Tingleat kepuasan
layanankenangan Rp 251.198.317 99,36 U
Rp 252.B20.000,-

251196317
=100% - [( ) x100%)] = 0,64 %
252.810.000.-

-
o




Persentase jumlah
sarana dan prasaranaa

e ] 126, s 04 — - 'Y — 0
et e Rp9.748622126; | o549y, | =1009 — [(27148.622.126-) x 100%] = 4,61%
Rp 10.219.518.000.- 10.219.518.000,-
Tingkat kepuasan
layanan umum 2 e 2
[protokoler, tata 1.977.573.795.-
usaha,rumah tanggal Rp1977573.795- | 97,54% | =1009% - [( } ¥ 100%] =6,29%
hpeli2i Aondian, 2.027.496.000,-

Pengelolaan arsip sesual standarANRI
Sifat Penllalan Eksternal [Arslp Nasional Republik Indonesia] tidak ada pengeluaran
a.nggaran

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM
Indikator Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]

Tabel 3.23. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 8

TARGET
HEGIATAN INDIKATOR ATUAN PFenjelasan Indikator

2022

Nilai sistmm Merit menggunakan
ifai Si 4 i i b
Vengiipian., || alEisem Rial Sistam Mars diambil dact Hasll peniiatan komist: | 5P devgan Kategor! -
Merdt [Per BT Nilal - Sebutan , sebagal barfxot:
dan i Aparatur Sipil Kegara [KASN] berdasarkan Per :
B Menpan No, Nilai Z&0 2 * TV - 325 5.d_ 400 - Sangat Baik
Pengembangan 40 tabun Menpan Mo, 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistemn o 111 - 250 5.4, 324 - Baik
SDM 2018) Merit dalam Manajemnen Aparatur Sipdl Negava. 11 - 175 5. 249 - Kurang
| *#1-1005d. 174 - Buruk

1 | o il

Berdasarkan penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan
Komisi Yudisial pada tanggal 16 Desember 2021, Komisi Yudisial memperoleh nilai penilai
261,5 dengan kategori Baik. Dimana nilal tersebut melampan target yang telah ditetapkan
dalam Renstra Komisi Yudisial 2019-2024. Namun, pada tahun 2022 sama sekali tidak
dilakukan penilaian penerapan sistem merit oleh KASN, sehingga pada laporan kinerja tahun

2022 ini, Komisi Yudisial menggunakan hasil yang sama dengan capaian pada tahun 2021.

el &l -.l_-.ll.'l"ﬂi-.-:_l
Tabel 3.24. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 9

TARGET
KEGIATAN INDIMATOR Peujelasan Indikator Farmulas|

INE2

Indikater penguburan diperolel Skor Di dapat dard surve! Eksternal dengan
B Tingkat dari kepuasan pihak yang menggunakan skala linked dengan empat [4)
i opaasin 824, mend:lpat?can pelayanan hagian rentang, vattu:
3. Pengembargan | layanan Persentase [Puas] hepegawaian, baik substansi « Sangat Puas (8&% - 1009,
SDM St maupun administrazi [tidak « Pugs (71% - B5%:),
terbatas hanya pada berbeda unit | » Cultup Puas (56% - 700%],
kerja,/hiro] | * Kurang Puas (1% - 55%)




Tabel 3.25. Interpretasi Skor Penilaian Survei Layanan Kepegawaian

Nilai Interval Mutu Pelayanan Interpretasi
25 - 64.99 D Tidak Puas
65.00 - 76.60 C Kurang Puas
76.61 - 88.30 B Puas
88.31-100 A Sangat Puas

Analisis Sasaran Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM

1)

2)

3)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Z0Z21 2022
INDIKATOR
TARGET REALISASI %% CAPAIAN TARGET REALISASI 0o CAPAIAN

7y Milzi Sistern Merit [Per ¢

Menpan No. 40 tahun 230 261.5 113% 260 261.5 100%

2018] |
3) Tingkat kepuasan PUAS FUAS PUAS FUAs

layanan kepegawaian [Target80] | [Skor 83.98%] et [Target82] | [Skor 82.23%] il

Analisis keberhasilan/kegagalan
Data kinerja menunjukan bahwa terdapat 2 indikator yang mengalami penurunan dari sisi capaian, yaitu
indikator

- Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018] = tarun 13%
- Tingkat kepuasan layanan kepegawaian = turun 3.3 %

Keduanya pada dasarnyva tetap pada batas atas target yang ditetapkan. Catatan patut diberikan kepada kinerja
Tingkat kepuasan layanan kepegawaian yang mengalami penurunan baik secara persentase capaian maupun

skor,

Hambatan dan permasalahan

Beberapa catatan terhadap hambatan dan beberapa langkah yvang perlu diambil untuk mengatasi, antara lain:

No, Jenis Pelayanan

Langkah Antisipasi

1 | Layanan Cuti * Perlu adanya notifikasi Pengguna

s Perlu adanya aplikasi terintegrasi dengan tanda tangan elektronik, sehingga
persetujuan cuti secara berjenjang bisamelalui aplikasi

s Perlu adanya sosializasi S0P penangguhan cotl

+ Dalam aplikasi keterangan jumlah cut diperjelas maksvdnya

Z 'T‘ugas Belajar 1o Seleksi tﬁgas belajar iéngaﬁ terlalu meﬁéf déngan deadlin-ependafraran ujian
s Dibuka kesempatan untuk togas belajar 53

3 | Kenaikan Gaji Berkala Ada informasi ke pegawai mengenai Kenaikan Gaji Berkala

4 | Kenaikan Panglat Pegawai vang akan naik panghkat perlu diinformasikan dan adasosialisasi persyaratan

kenaikan pangkat




5 Konseling

Hasil konseling vang terkait dengan instansi perlu disampaikan kepada pimpinan
supaya mendapatkan solusiyang tepat sesuai masalah yang tmbul.

Perlunya fasilitas yang memadai dalam proses konseling.

Konseling dilakulcan kepada semua pegawai

IKegiatan konseling perlu berkelanjutan

2] Pencantuman Gelar

Sebaiknya pengajuan layanan pencantuman gelar bisa lakukan dengan
menggunakan aplikasi

Pihak kepegawalan dapat membantu memberikan informasi yang mudah dibaca
pegawai terkait syarat dan info mengenai prosedur pencantuman gelar akademik

T Pendidikan dan
Pelatihan

Perlunya media informasi terkait jadwal-jadwal dildlat

Perlu ditingkatlan lagi terutama untuk kompetensi petugas layanan

Perlu ada mekanisme pengaduan bagl pengguna layanan terhadap layanan yang
diterima

Memberikan Informasi secara terbuka kepada selurub pegawal terkait adanya
pelatihan dan pendidikan sehingga semua pegawai mempunyai kesempatan yang
sama,

8 | Tunjuangan Keluarga

Masukan untuk layanan dibuat lebih informatif, karena sifathya pengajuan, jadi
mungkin dilnformasikan leblh balk mengenal persyaratan, hak, dan kewajiban
penerimalayanan.

= Sozlalisast {lka ada perubahan terhadap aturan tunjangan keluarga

4) Realisasi anggaran

INDIKATOR PAGUANGGARAN

EFISIENSI

o
REALISASI i

CAPAIAN 1 iy — [ Eﬁ-m'fgrzsi. Il'm}-'fq_;;;'l 00 ﬂm]
Target
Biava

Nilai Sistem Merit
[Per Menpan No,
4 tahun 2018]

Sifat Penilaian Eksternal [KASN] tidak ada pengeluaran anggaran

Tingkat kepuasan Ep4.496.944.000,-
layanan
kepegawaian/SDM

Rp 2.365.535.066, ' 3.365.535.066,

9218 | =100% - [( | x 100%] =2.1%
Ya . 4.496,544.000 -

3. Sasaran Kinerja 4 - Meningkatnya layanan perkantoran

o

t

Tabel 3.27. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 10

NQ KEGIATAN INDTKATOR SATUAN

TARGET Fenjelasan Indikator Farmulasi

Tingkat
Layanan kepuasan ;
Kategori
perkantoran | layanan
perkantoran

Skor Di dapat dard survei Eksternal dengan
Indikator pengukuran diperaleh menggunakan skala linked dengan empar (4) rentang,

darl kepuasan pihak yang yaltu:

Puas mendapatlan pelayanan pada » Bangat Puas [B6% - 100%),
mata anggaran Operasionalisasi « Puas (71% - 8504],
dan Pemeliharaan Kantar » Cokup Puas [56% = 708,

« Burang Puas (£1% - 55%)




Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 99% dengan tingkat kesalahan
sebesar/Margin Error 5%, dengan N Populasi sebesar = 340 orang dan dengan minirnum
sampling Responden sejumlah 186 orang. Berdasarkan Pedoman penyusunan Permenpan No.
14 tahun 2017, pada halaman 21 dinyatakan bahwa unit pelayanan bhisa menambah unsur
pelayanan utama dalam quisioner maupun memberikan bobot berbeda pada tiap-tiap unsur,
maka dari itu sesuai kebutuhan unit rumah tangga dan perlengkapan kami melakakan dua hal,
yaitu
1. Menambah unsur pelayanan, dari 9 unsur kepada 11 unsur
2.Memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing unsur, dengan 5 unsur yang
dititikberatkan
Hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap layanan
perkantoran KY berada pada kategori B (baik) atau dapat juga dibahasakan pada kategori PUAS
sebagaimana diksi yang digunakan pada tabel kinerja Renstra Biro Umum 2020 s.d. 2024

Tabel 3.28. Penghitungan Survei Layanan Perkantoran / Rumah Tangga

TABEL PENGOLAHAN DATA
> . ! Kine
: . Soal KM Unit Mutu inerja Unit
Unsur | Unsur Pelayanan | Soal RESFONDEN Eﬂ?l ¥ Soal Pelaya el Pelayanan
Terisi
Ui Persyaratan P1 5940 317 317 590 B Balk
Sistem P2 4485 26
uz Mekanisme P3 534 787 297 553.6 C Kurang Baik
Prosedur pd 642 | 345
=1 F45 293
Walktu P& 529 2.84
us 3.05 569 C Kurang Balk
Penyelesaian P7 562 | 3.02 ¢
PB Responden 1 G40 344
4 Biaya,/Tarif P9 741 3.98 39 T41 A Sangat Baik
5.
Pi0 o |o
Produk
us | Spesifilkasijense |1 panaen1ns 534 | 287 | 30z | meas C Kurang Baik
Pelayanan BMN | P12 574 | 3.08
P13 5BE | 3.15
Produk P14 645 346
Spesifikasi [enis
us Pelsysnin P15 42 345 | 3.4 634 E Baik
Produk P17 584 31
uz Spesifikasi |enis 3.34 621.5 B Baik
Pelivanan P18 659 | 354




Kesehatan
Kompetensi
ua Pelal P19 616 3.3 33 616 B Balk
Periil Bz0 597 3.2
eria
ug Pelaksana P21 658 353 | 337 | 627.6 B Baik
P22 | | 628 | 33 |
P23 672 36
g o F24 0 1]
U1o ]f;“;';;ﬂ Pz5 696 | 374 | 374 | 696 A sangat Baik
P2a 720 .87
P27 0 0
U1l | Sarana Prasarana | P28 523 28 28 223 H Kurang Baik
Nilai Indeks 33 82.57
Kinerja Unit Pelayanan | B | BAIR/PUAS
Nilai Indeks 3.3, Skor 82.57
Kinerja Unit Pelayanan B = BAIK/PUAS
Layanan perkantoran dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan telah
melalkukan kinerja secara maksimal dalam memberikan layanan kepada seluruh pegawal
Komisi Yudisial, baik dalam mendukung dari segi sarana dan prasarana, kesehatan pegawai dan
ketertiban lingkungan pada areal dalam maupun luar gedung kantor Komisi Yudisial. Hal ini
dibuktikan dengan tingkat kepuasan terhadap layanan perkantoran mencapai kategori Baik
atau Puas dengan nilai 82.57 yang dilakukan oleh bagian perlengkapan dan rumah tangga yang.
Analisis Meningkatnya lavanan perkantoran
1) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Perumga khususnya layanan perkantoran, hampir mencapai target dengan kekurangan 5.6%, sementara dari sisi

capaian naik 5.6% dari tahun sebelurnya, hasil dipereleh dengan skor 82.7 tipis sekall dengan batas bawah dengan kategori

Puas. Meski seolah terlihat stabil masih dalam kategori yang sama yaitu kategori Puas, jika diperhatikan lebih dalam, maka

dipercleh temuan dimana hasil vang dicapai dalam pelayanan perkantoran terdapat kenaikan signifikan sejumlah 5 poin

vang di dapat dari selisih dua tghun laporan, yaitu

Z)

Aspek
Target Batas atas BB8.3 Batas atas 88.3
Realisasi 77.7 82.7
Capaian B7.9% 93.8%

Analisis keberhasilan,/kegagalan
Peningkatan kinerja pelayanan perkantoran dipengaruhi secara signifikan oleh perbaikan sekaligus pembatuan yang




di lakukan, peremajaan terhadap peranglat kerja sekaligus penerapan SOP yang lebih baik adalah faldtor utama lainnya.

3 Hambatan dan pernnasalahan
Kondisi ini dipengaruhi karena Gap yang sangat signifikan antara standar ideal lembaga dengan kemampuan sumber
daya dalam memenuhinya merupakan faktor utama turunnya capaian, keterbatasan SDM dan ruang lingkup juga dimensi

pelayanan yang relatif luas.

4) Langkah-langkah antisipatif vang diambil
Bantuan tenaga melalul pengadaan tenaga kontrak pengadaan jasa lalnnya ditempuh pada tahun 2022 sebagal bagian

dari upaya konkret mengatasi masalah beban kerja.

5) Realisasi anggaran

EFISIENSI

e

PAGU ANGGARAN REALISASI SO ; . ;
; % CAPAIAN =1009% - [ E’cm.li.\'u-:r..sj' Eiaj-'.::i._l_:-_;é'l 0 L}Lﬁ.rb'l

Target Biaya

Rp49.695.697.000- | Rp47.905650782- | oe42 | =100% — [(47:205850.782) 5 100%] = 3,58 %
49.685.697.000
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ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI KINERJA LEVEL

NASIONAL/INTERNASIONAL (BENCHMARK KINERJA)
Dari 10 indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Biro Umum, terdapat 3 (tiga)

indikator kinerja yang parameternva diambil atau terkait erat dengan ukuran nasional yang
dirujuk secara nasional sekaligus penilaiannya diukur oleh lembaga tertentu. Ketiga indikator
tersebut antara lain adalah:
1. Nilai Sistem Merit
Nilai sistem merit secara berkala diukur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara [KASN],
dimana pada tahun 2021 untuk pertama kalinya Komisi Yudisial RI mencapai nilai
dengan Kategori BAIK pada sistem meritnya dan tergabung diantara 68 Instansi yang
racraih nilai baik di tahun2021 dengan nilai 261.5, dan tetap bertahan di tahun 2022 ini

AGENDA PEMBERIAN ANUGERAH MERITOKRASI 2027 "

NYERAHAN PENGHARCAAN LURING

‘llr . 24 justanss yang e sslem mesitnga bees] nam kategon ke Sangs| Hak o 2001

88 inalans yang unhik perama habnya hedhas i mencapar nila sistem ment katepor Bak
di tahun 203

PENYERAHAN PENOHARGCAAN DARING
. & insharsi yang bartass mempartahanian nils smiam ment dengan katsgan Sanpat Baik
i tahum 2021

. 22 insiansd yang nilas sistem mentnya ietap bertahan dalam kaiegon Baik di tahun 2021

2>
BerAKHLAK |
Sumber: Anugerah Meritrokrasi tahun 2021

2. Pengawasan Arsip Nasional

Pengelolaan arsip sesuai dengan standar diukur oleh Arsip Nasional Indonesia, dimana
pada tahun 2021 terdapat 10 nilai terbaik kategori Lembaga Tinggi Negara, Lembaga
Setingkat Kementerian, Lembaga Nonstruktural, dan Lembaga Penyiaran Publik, rata-

rata pada nilai di kategori tersebut adalah 90.25 pada tahun 20232,
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Indeks Pengelolaan Aset [[PA]

Capaian signifikan lain pada 2022, ada pada dimulainya penilaian dari lembaga
luar mengenai kinerja penatausahaan barang inventaris kantor yaitu [ndeks
Pengelolaan Aset (IPA) dari Kemenkeu, dimana capaian nilai Indeks Pengelolaan

Aset (IPA) sebesar 3.66, sehuah capaian di atas rata-rata nilai nasional.

Predikat WTP 15 kali berturut-turut.

Tahun 2022 hanya terdapat 10 kementerian /Lembaga Negara/ Pemerintahan
Kota yang mendapatkan penghargaan opini WTP minimal 15 kali berturut- turut
termasuk didalamnya Komisi Yudisial. Prestasi yane telah diraih oleh bagian
keuangan khususnya dan Komisi Yudisial dalam pengelolaan keuangan negara
telah berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) yang ke-15 kali secara berturut- turut hal ini sesuai dengan
surat nomor 67/S/V-XVLI/05/2022 perihal Laporan hasil pemeriksaan atas
laporan keuangan KY Tahun 2021 perihal bahwa Badan Pemeriksa Keuangan,
berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang- Undang
Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Komisi Yudisial (KY) Tahun 2021, terdiiri dari Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan

Keuangan.




BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum ini merupakan uraian yang menggambarkan
kinerja Biro Umum di tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya untuk dapat memberikan
dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat memberikan kontribusi
dalam pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial periode 2020-2024. Program dan kegiatan telah
dilaksanakan secara maksimal dan mencapai target yvang telah ditetapkan di dalam Perjanjian
Kinerja Biro Umum Tahun 2022, sebagian besar capaian telah memenuhi atau bahkan melebihi
target yang ditetapkan pada tap-tiap indikator, sementara hanya satu saja yang belum memenuhi
target.

Catatan tetap perlu diperhatikan juga disematkan pada perbandingan capaian dari tahun
sebelumnya, dimana sekalipun secara kategori Biro Umuml mampu mempertahankan predikat
capaiannya, namun jika dilihat lebih detail maka beberapa nilai skor pada tiap indikator mengalami
penurunan. Selain itu, kedepan Biro Umum perlu menyesuaikan ulang beberapa indikator yang
memiliki dimensi objektifitas lebih baik melalui adopsi pengukuran yang berasal dari lembaga luar,
seperti Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran [IKPA], Indeks Pengelolaan Aset [IPA], juga Indeks
Kematangan UKPBJ.



